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                    WALIKOTA YOGYAKARTA

                    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR  47
  TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR 37 TAHUN  2014 TENTANG PEMBERIAN 
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,
	Menimbang :
	a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta dimaksud perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat  dan Dalam Daerah  Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

	Memperhatikan:
	1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 tentang Hal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;



M E M U T U S K A N :
	Menetapkan:
	PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

	Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Dihapus.
(2) Calon peserta izin belajar wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD.

(3) Permohonan  izin  belajar  yang  dibuat  calon  peserta  izin  belajar  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

a. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;

b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;

c. jadwal mengajar bagi guru;

d. jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift;
e. surat izin walikota untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

f. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir;

g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

h. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;

i. fotokopi ijasah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;

j. fotokopi transkrip nilai ijasah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;

k. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan; dan
l. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

(4) Mendasarkan permohonan  surat  izin  belajar  yang  diajukan  calon  peserta  izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan izin belajar kepada Sekretaris Daerah lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta izin belajar dengan dokumen   administrasi sebagai berikut:

a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

c. surat  keterangan  bermaterai  yang  menyatakan  bahwa  izin  belajar dilaksanakan atas biaya sendiri; dan
d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar  tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(5) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKD diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;
(2) PNS  yang  telah  menyelesaikan  tugas  belajar atau  izin  belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar  selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi   kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri:
a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;

b. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; 
c. fotokopi surat izin tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir; dan
d. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

Surat tugas belajar atau izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.



Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal  15 Agustus 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal  15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

                   ttd



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 47
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